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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - BUDI AWALUDDIN
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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NO Sasaran NO Indikater Kinerj Sumber D inerj Triwylan

ja umber Data Pengukuran Kinerja l TR i Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis

1 Memberikan pemenuhan atas 1 Indeks Kepuasan Masyarakat e-SAKIP  JRata-rata Indeks survey kepada masyarakat terkait kepuasan tayanan dukcapil dengan ruang lingkup kepuasan 86 86 87 88 88 Indeks
hak layaran administrasi Layanan Adminduk layanan dukcapil secara eksternal cleh masyarakat dan layanan dukeapil infernal secara bertingkat {Kelurahan,
kependudukan Kecamatan, Suku Dinas dan Dinas)

2 Peningkatan tertib kependudukan 1 Persentase Cakupan Kepemilikan e-SAKIP Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikar Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan N/A N/A NIA 89,57% 88,57% Persen
sesuai peraturan perundang- Dokumen Adminduk Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
undangan

3 Peningkatan pendayagunaan 1 Persentase Pemanfaatan data e-SAKIP  |Pemanfaatan data penduduk (agregat, database dan verifikasi data) ofeh lembaga/ instansi pengguna data NIA NIA NIA 80% 80% Persen
data kependudukan bagi kependudukan {Instansi pengguna data penduduk / target instansi pengguna data selama 2018-2022 (129 instansi) x 100%)
pelayanan publik dan
kepentingan pembangunan
nasional.




Terwujudnya tata kelola Persentase Kualitas Pefaksanaan e-SAKIP  [Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran déakukan dengan mengukur 3 Komponen yaity: N/A N/A N/A 91% %1% Persen
pemerintahan dan keuangan Anggaran
Daerah yang transparan dan a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu
akuntabet anggaran yang telah ditetapkan dilingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksima! adalah
40%. Penyerapan anggaran bemilai 4G% apabila serapan anggaran = 80%. Apabila serapan anggaran ¢
bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%).
Anggaran yang diperhitungkan melipuli APBD dan BLU, dan lidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat
b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah
dicapaf. Apablla pencapalan output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah
sefisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisth lebih pagu dimaksud sudzh fidak
dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (outpuf). Realisasi pencapaian
output dapat dilihat dalam apiikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD
Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:
1, Serapan Anggaran 280% dan cutput 100%
Realisasi = (40%) + ((Yefisiensi X 10%)/20%) +{50%)
2. Serapan Anggaran <80% dan cuput <100%
Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) +{pencapaian output X 50%)
3. Serapan Anggaran 280%, namun oulput <100%
Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)
Terjaminnya akses dan layanan Persentase penyelesaian rencana | e-Monev KSD [Reafisasi penyelesaian dibandingkan targef penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehalan Masyarakat yang 100% 160% 100% 100% 100% Persentase
pendidikan, kesehatan, dan aksi Penyediaan Jaminan Berkuatitas dan tategratif (nomor 12)
peningkatan keberdayaan yang Kesehatan Masyarakat yang
berkualitas bagi semua Berkuafitas dan integratif {(nomor
12)
Terwujudnya tata kelola Persentase penyelesaian rencana | e-Manev KSD [Realisasi rencana aksi KSD mengenai Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja tnstansi Pemerintah (AKIP) dengan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
pemerintahan dan keuangan aksi Mewujudkan Akuntabifitas Predikat AA Nomor(39)
Daerah yang transparan dan Kinerja instansi Pemerintah (AKIP}
akuntabel dengan Predikat AA nomor (39)
Persentase penyelesaian rencana | &-Monev KSD {Rezlisasi rencana aksi KSI} mengenai Peningkalan Kualitas Kinerfa Pemerintzhan Nomor(61) 100% 100% 160% 160% 100% Persentase
aksi Peningkatan Kualitas Kinerja
Pemerintahan nomor {61)
Terwujudnya tata kelola Persentase penyelesaian rencana | e-Monev KSD {Reafisasi rencana aksl KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 100% /A 100% N/A 100% Persentase

pemerintahan dan keusangan
daerah yang akuntabel, serla
berbasis teknclogi informas

aksi Implementasi SPBE (Sistem
Pemerintahan Besbasis Elekteonik)
nomor {63}

Nomor(63)




Sasaran Khusus

8 Meningkatknya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kinerja  [Jumlah rupiah reaisasi Belanja Makanan dan Minuran yang memanfaatkan e-crder dibagi Jumiah anggaran 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Purchasing datam Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut
Barang dan Jasa
9 Tenwujudnya tata kelola Opini laporan keuangan daerah e-Kinerja  |Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan Rl mengenat tingkat kewajaran informasi yang disajikan NIA 3 NIA NIA 3 WIP
pemerintahan dan keuangan dalam laperan keuangan daergh pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,
Daerah yang transparan dan keandalan sistem pengendafian internal, kepatuhan ferhadap perundangan dan kecukupan pengurgkapan
akuntabel (konversi nilai opini pemesiksaan LK, WTP=3{100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0{25%])
10 [Terimplementasinya rencana Persentase implementasi rencana e-Kinerja  |a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum 100% | 100% | 100% 160% 100% Persentase
strategis komunikasi publik untuk strategi komunikasi publik program- Perangkat Daerah.
program-program umum dan program emum dan uaggutan
unggulan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat
Daerah. Diskominfolik menyusun editorial plan di tevel Provinsi.
¢) Persentase tersusunnya daftar potenst krisis dan implementasi protokol krisls oleh
Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik,
d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan pregram umum
Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media iuar ruang.
Perhifungan :
a} Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi pregram unggulan atau program
umum per triwuian.
b} Bobot 20% : PD menyusun paparan editerial plan program unggulan atau pregram umum
per triwutan.
¢) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potenst krisis dan implementasi protokot krisis
program umum atau program unggulan per triwutan.
d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi pragram unggulan dan program umum melalui
media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan {note: realisasi editorial
plan, min 15 materi per triwulan).
11 [Terwujudnya tata kelcla Predikat SAKIP Perangkat Daerah e-Kinera  |Nilai/ Predikat diperoleh dan hasil evaluasi imptementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai :81) NIA NIA W/A A A Predikat
pemerintahan yang transparan Tahun 2021 (81) {81)

dan akuntabel Provinsi DK1
Jakarta




12 |Mewujudkan tata kelola Nilai PMP RB Perangkat Daerah e-SAKIP  [Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun N/A N/A N/A 92% 92% Persen
pemerintahan dan keuangan 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
daerah yang akuntabel dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip
transparan serta péningkatan Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang
produktivitas dan integritas menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
aparatur Cara penghitungan :
Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40).
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian
sebagai berikut :
AA =>80-100;
A =>80-90;
BB = >70-80;
B = >60-70;
CC =>50-60;
C =>30-50;
D=0-30
Sasaran Operasional
13 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentase capaian penyelesaian e-Kinerja  [Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Arahan Gubernur Tindak Lanjut Arahan Gubernur lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%
14 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian penyelesaian CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat
15 [Meningkalnya penyelesaian Persentase progress penyelesaian e-Kinerja  [Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah 25% 25% 25% 25% 100% Persentase

tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal
(BPK)

tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima Tahun 2005
dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
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